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ABSTRACTm 

In Indonesia, interfaithgmarriages havegnot beenxclearlymregulated inxthe law. This 

phenomenon makes it a reality that the Indonesian nation consists of various religions. 

Thenheterogeneity of the Indonesian people makes it possible for even religious 

marriages to occur. The problem in this thesis is that the author found a case related to 

Interfaith Marriage, namely the determination of thexJudgexat the SurabayaxDistrict 

Courtxwho granted thexrequest forxinterfaith marriagexbetween Rizal Adikara, a 

Muslim couple and Eka Debora Sidauruk, who was a Christian through the stipulation 

Numberx916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Thisxtype of researchnis normative legalmresearch, 

the research method isxcarried outxby examiningxlibrary materialsxthat are related to 

the issues raised, namely thendetermination of thexSurabaya DistrictxCourt onmthe 

application of interfaithxmarriage. qualitative analysis is then carried out. Thisxstudy 

aims to determine the legality ofninterfaith marriages based on Marriage Law Number 

1xof 1974xand IslamicxLaw andxto determine thexbasis of judges'xconsiderations in 

granting requests for interfaith marriage determinations through analysisxof 

thexjudge's decision in the form of stipulation. From thisnstudy it can bemconcluded 

that, firstly whethermor not interfaithnmarriages are carriednout according to existing 

religions in Indonesia, it all dependsnon the legal rulesnof each governing religion. 

Because in principle the five religions inxIndonesia strongly opposexthe existencexof 

interfaith marriages, secondly themjudge's legalmconsiderations in the 

decisionmnumber 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.xInterfaithxmarriage refers toxLaw 

Numberx1 ofm1974 concerningxMarriage,xthat in that law therexis no single article 

that stipulates that interfaith marriage is prohibited in Indonesia. 

Keywords: Marriage, Different Religion, Judge's Consideration 

ABSTRAK 

Di negaraxIndonesia pernikahanmbeda agama belumndiatur dengan jelasmdi dalam 

Undang-undang. kejadian ini mewujudkan suatu kenyataan apabila bangsa Indonesia 

terdiri dari bermacam rupanagama. Heteroginitas rakyat Indonesiaminiksangat 

memungkinkanmterjadinyamperkawinan beda agama sekalipun. Permasalahan dalam 
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artikel ini yakni penulis menjumpai kasus terkait Perkawinn Beda Agama yakni pada 

penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yangnmengabulkan permohonan  

perkawinanmbedamagamanantara pasangan Rizal Adikara (suami) yang beragama 

Islam denganmEka Debora Sidauruk (istri) yang beragamanKristen melaluimpenetapan 

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Peneletian ini berjenis kajian hukum normatif metode 

penelitian yang dilakukan yaitu denganmcara menelitixbahan pustakacyangmmemiliki 

keterkaitanydenganumasalahkyangwdiangkat, yaitumpenetapankPengadilan Negeri 

Surabayaxatasmpermohonanoperkawinannbedamagama Bahankhukum yangtdisajikan 

dianalisiscdengan carawdeskriptifbkualitatif, yaituqhasil olahcbahan yang digambarkan 

secarawkualitatif baruskemudian dilakukanxanalisis. Penelitianwini bertujuankuntuk 

mengetahuiqlegalitas perkawinanwbedamagama berdasarkanmUndang-undang 

PerkawinanwNomor 1 Tahun 1974 dan  HukumnIslam dan untukwmengetahui dasar 

pertimbanganwhakim dalamxmengabulkanqpermohonanqpenetapanoperkawinan beda 

agamawmelaluimanalisa terhadapxpenetapanmhakim yaituxberupawpenetapan. Dari 

penelitiannini dapat disimpulkanmbahwa, pertamaxboleh ataumtidaknya Perkawinan 

bedaqagamabdilangsungkanmmenurut agamawyangqada dimIndonesia, semuanya 

tergantungwpada  aturanmhukum darixmasing – masingkagama yang mengatur. Karena 

padawprinsipnyamkelima agamatdi indoneisa, menentangmkeras tentangmadanya 

perkawinanwbedazagama, keduampertimbanganqhukum hakimwdalamwpenetapan 

nomorm916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalahmperkawinanxbeda agamawmengacukpada 

Undang-UndanghNomor 1 Tahun 1974 tentangrPerkawinan, bahwamdalamkundang-

undangmtersebutwtidakqada satupundpasal yangbmengatur bahwazperkawinanmbeda 

agama ituxdilarangbdi Indonesia. 

Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Pertimbangan Hakim 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Suatu kenyataan bahwa bangsayIndonesia terdiricdari bermcam ragam 

suku,kgolongan,gras,rbudaya, danxagama. Keberagaman sosial masyarakat yang 

ada dimIndonesia ininsangat memungkinkanmterjadinya pernikahan antar 

golongan,ksuku,kras bahkan antarxagama sekalipun. Namunmhal tesebut termasuk 

kedalam halxyang sangat sensitif, Nassarudin Baidan mengatakan, “bahwa 

pernikahan bedamagama ialah sesuatuxyang sangat sensitif danxpadamtahun 1980 

an dianggap sebagaixsesuatu yangmsangat mengganggu bagi golongan umatxIslam 

yang ada dimIndonesia.”1  Dikatakan sensitif karenanmenyangkut agamamsebagai 

sesuatuxyang mutlak sebabhkebenaranmagamaxadalah kebenaran yang mutlak. 

 
1 NasruddinfBaidan, TafsirxMaudhu’i: SolusilQur’ani atasxMasalahkKontemporerl(Yogyakarta: 

PustakarPelajar, 2001), h.t23. 
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Untukxagama danhkebenarannya, sehingga manusia sanggup berkorbanxapapun 

yangmdimiliknya, bahkan sampai rela mengkorbankan nyawanyahsekalipun itu.2 

Yang dimaksudddengannpernikahannbeda.agama menurut hukummperkawinan  

Islam yaituuseorang perempuannyang menikahxdengan laki-lakiynon muslimxdan 

sebaliknyaclaki-laki muslim menikahpdengan perempuanhnonymuslim.3 

UndangeundangtPerkawinankNos1 Tahun 1974 sebagaihinstrumenxhukumxdi 

Indonesia yangymenjadixlandasanimengenaixperkawinan, dalamxPasaly2 ayath(1) 

menyatakanxbahwaxperkawinanvsahyjikaxdilakukanimenurut hukumyagamanya 

masing-masingxdaniPasaly2 ayaty(2) menyatakanjuntukpmencatatkanysetiap 

perkawinanxyangxdilakukan. Tidakcada pasalydi dalampUUTNo.x1 Tahun 1974 

yangxmengatur secaraktegashdan jelasymengenaimperkawinankbedalagama, 

tetapikdenganxbunyixPasal 2 ayat (1), dapatpdiartikanybahwa untukymenentukani 

bolehxatauytidaknyapsuatu perkawinanydilakukan, selain melengkapipsyarat 

dalampUU jugayharuskmemenuhilsyaratpyangytelahhdiatur dari agama masing-

masingxmempelai. Pasal 8 huruf (f) yangkpadakintinyammenyebutkankbahwa 

selain larangan-larangan mengenai hubungankperkawinanpyanggdiaturydi dalam 

UU No. 1 Tahun 1974 jugaxada larangan-laranganyyangkdiaturxdixdalamyhukum 

masing-masingkagama. Jadivmeskipunktidakyditemukanmlarangannmengenai 

perkawinanxbedamagama dixdalam Undangxundang No. 1 Tahun 1974 maka 

prespekifklegalitaspperkawinanhinikdapatmditentukanymelaluivhukummmasing-

masing agamaxitu sendiri.4 

Dalamyhalpinixpenulismmenemukan kasus terkait Perkawinn Beda Agama 

yaitumpenetapanxHakimxdiNPengadilankNegeriLSurabayaLyangL mengabulkan 

permohonanNperkawinanhbedahagamaxantarayseorang laki-lakiyyangpberagama 

Islamxdengan perempuan yanggberagamamKristenmmelalui penetapanMNomor 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 

Berdasarkannpenjelasanydi atas, makaxPenulisstertarikkuntukmmengambil 

tema “legalitas perkawinanxbedamagama” sebagai temasbahasan. Karenaxsecara 

praktikkbanyakmditemukanmfenomenakhukum yanggbelum diatur olehpinstrumen 

peraturankditIndonesia, atauxbahkanwbertentangan dengankperaturanryangrada. 

Dan perdebadan  yang timbul terhadapmargumentasi sahhataumtidaknya 

perkawinanmbeda agamaydarimsegimhukumkislammdan positiffdinIndonesia 

yanggmenjadiydayaytarikkbaginPenulissuntuknmelakukannpenelitianpini. 

2. RumusanhMasalah 

Berdasarkanylatarmbelakang diatas, penulissmerumuskanmpermasalahan 

sebagaixberikut : 

 
2dIchtiyanto, PerkawinanhCampuranydalam NegarawRepublikuIndonesia (Jakarta: BadantLitbang 

Agamagdan DiklatnKeagamaanmDepag RI, 2003), h.kvii 
3 SiskayLis Sulistiani, “KedudukanrHukumeAnak”,(Bandungv:RefikagAditama,k2015),t45. 
4 Ruslipdan R. Tama, PerkawinantAntar Agama danyMasalahnya, ctk. Pertama,yShantikamDharma, 

Bandung, 1984,whlm. 18. 
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1. BagaimanawlegalitassperkawinanmbedanagamaMdalammperspektifMhuk

um positiffdi IndonesiaxberdasarkannUndang-undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 dannHukummIslam ? 

2. Apandasarrpertimbangannhakimkdalam mengabulkanmpermohonan 

penetapan perkawinanmbedaxagamakdalammpenetapanmnomor 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby? 

3. Metode Penelitian 

Penelitianmini termasukkdalam jenisspenelitiannhukum normatiffyaitu metode 

penelitiannhukum dengankcara menelitimbahannpustakakyanggada. Penulis 

memilihhfokus penelitianppada penetapannpengadilankdalam bentukkpenetapan 

atas permohonan perkawinanybedaxagama. Analisahterhadapmpenetapan 

pengadilankmelalui kajianmdengankmenggunakanmberbagai kepustakaanmdan 

aturan perundang-undanganmterkait, sebagaimcara untukmmengetahuimdasar 

pertimbanganmyang digunakanmoleh hakim dalammmengabulkan permohonan 

penetapankatas perkawinanmbedahagamamdari berbagaimaspek. 

 

B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Legalitasmperkawinanmbedaxagamamdalamkperspektifxhukumfpositifmdi 

Inonesia berdasarkanmUndang-undangmPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

danmHukumkIslam  

a. MenurutmUndang-Undang Nomor 01 tahun 1974 TentangxPerkawinan 

BerdasarkanmUndang-undang No. 1 Tahun1974 pasalk66, maka semua 

peraturanmyang mengaturmtentang perkawinanmdan segalamsesuatu yang 

berhubunganmdengan perkawinanmsejauh telahmdiatur dalamxUUnNo. 

1/1974, dinyatakanmtidak berlakumlagi yaitumperkawinan yangmdiatur dalam 

KitabmUndang-undang HukumkPerdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia 

Kristenmdan peraturanmperkawinanmcampuran. Dapat diartikanmbahwa 

beberapa ketentuanmtersebut masih berlakumsepanjang tidakmdiatur dalam UU 

No. 1/1974. Jadi, bukanlahn“PeraturanmPerundangan” itu secaramkeseluruhan. 

Hal – halmyangmtidakmdiaturmdan tidak bertentanganmdengan Undang – 

undangkyang barumini masihhtetap dapatpdipakai.  

MenurutbUndang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan 

perkawinan, sistemnyamtidak mengaturksecara tegasmbahkan tidakmada 

hukummyang mengaturmtentang adanyamperkawinan bedamagama. Karena 

yangmdiatur dalammUndang – undanggperkawinan itumhanyalahhperkawinan 

campuran tentangmpasangan yangkberbedamkewarganegaraan. Perkawinan 

bedamagama disininhanya berdasarmpada Undang – undang perkawinankpasal 

2 ayat (1) dan (2). Apabilamditinjau padakpasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, 

sahnyansuatu perkawinanuadalah menurutnhukum agamanyamatau 

keyakinannya masing – masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap – tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi, 

yang dimaksudmdengan menurutkhukum agamanyammasing – masing yaitu 
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tergantung darimsahnya hukum masing – masing agamanyang 

bersangkutanndalam melangsungkannperkawinan bedaaagama, aturan dari 

masinggagamanya. Berarti dengannadanya masalahmpengaturan 

perkawinankdi Indonesia, Undang – undangkmemberikan 

kepercayaannyamsecara penuhmkepada Agama, dan Agamammemiliki 

perananmpenting terhadapmperkawinan berbedamagama.  

Maka darimitu, jelasmdiketahui bahwa dalamwmelangsungkan 

perkawinanan, diharuskanmuntukwseagama agarkpelaksanaanyaptidak terdapat 

hambatanmmaupun penyelewenganuagama. Karena dalamhpelaksanaanya 

menurut Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

perkawinanmbeda agamautidak bolehkdilaksanakan, dan tidakhsahmmenurut 

hukumkkecuali salahhsatu pihakkmengikuti agamampasangannya. Jikamkedua 

pasanganmsudah seagamambarulah perkawinanndapat dilangsungkanmdan 

dianggap sah apabilahdicatatkan dalamnpencatatan perkawinanksesuai dengan 

ketentuanhyang sudahkdiatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang – undang 

Perkawinank(UUP). 

b. Menurut Hukum Islam 

Sedangkan  MenurutmAgamanIslam, Islammsendiri sebagaimagama 

yanggdianut olehhmayoritas pendudukkdi Indonesiamsebenarnyakmenentang 

kerassmengenai keberadaannperkawinan antarmagama didalamkmasyarakat 

Indonesiamsaat ini, DalammAl-Quran denganptegas dilarangkperkawinan 

antaramorang Islam denganuorang musyrikhseperti yanggtertulis dalamhAl-

Quran yang berbunyi: 

لَوْ اعَْجَبَتكُْمْ ۚ وَ  شْرِكَةٍ وَّ نْ مُّ خَيْرٌ م ِ ؤْمِنةٌَ  مُّ وَلََمََةٌ  لََ وَلََ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يؤُْمِنَّ ۗ 

لَوْ اَ  شْرِكٍ وَّ نْ مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِ  ىِٕكَ يدَْعُوْنَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يؤُْمِنوُْا ۗ وَلعََبْدٌ مُّ
ٰۤ
عْجَبكَُمْ ۗ اوُلٰ

ا الَِى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ باِِذْنِهٖۚ وَيبَُي نُِ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لعَلََّهُمْ  ُ يدَْعُوْْٓ يَتذَكََّرُوْنَ  الَِى النَّارِ ۖ وَاللّّٰٰ  
Artinyam:”Dan janganlahmkamu nikahimperempuankmusyrik, sebelum 

mereka beriman.mSungguh, hamba sahayaoperempuan yang beriman lebih 

baik daripadawperempuan musyrikymeskipun dia menarik hatimu. Dan 

janganlahnkamu nikahkan orang (laki-laki) musyrikx(dengan perempuan yang 

beriman) sebelumkmereka beriman. (Al-Baqarah (2):221). 

MenurutmQotadah: maksudddari ayat “dan janganlahmkamu nikahi 

perempuankmusyrik, sebelumkmereka beriman” adalahmuntukwanitanmusyrik 

yang bukankahli kitab. Ayatxini umum secaramzhahir dan khususssecara batin 

dan tidak adamnaskah hukum darimayat tersebut. Ayat lain tentangkpelarangan 

perkawinankantara wanita muslim dengan priamnon muslimgjuga didasarkan 

padacQS. Al Mumtahanah/60:10: 

باِِيْمَانِ  اعَْلمَُ   ُ اَللّّٰٰ فاَمْتحَِنوُْهُنَّۗ  مُهٰجِرٰتٍ  الْمُؤْمِنٰتُ  ءَكمُُ  جَاٰۤ اذِاَ  ا  اٰمَنوُْْٓ الَّذِيْنَ  فاَِنْ يْٰٓايَُّهَا  هِنَّ 

آْ   عَلِمْتمُُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فلَََ ترَْجِعوُْهُنَّ الَِى الْكُفَّارِۗ لََ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلََ هُمْ يحَِلُّوْنَ لَهُنَّۗ  وَاٰتوُْهُمْ مَّ



Jurnal Serambi Hukum 

Vol 16 No 02 Tahun 2023 

e-ISSN: 2549-5275 

p-ISSN: 1693-0819 
 
 

157 
 

اجُُوْرَهُنَّۗ  اٰتيَْتمُُوْهُنَّ  اذِآَْ  تنَْكِحُوْهُنَّ  انَْ  عَلَيْكُمْ  جُناَحَ  وَلََ  الْكَوَافِرِ    انَْفَقوُْاۗ  بعِِصَمِ  تمُْسِكُوْا  وَلََ 

ُ عَلِ  ِ ۗيحَْكُمُ بَيْنكَُمْۗ وَاللّّٰٰ يْمٌ حَكِيْمٌ وَسْـَٔلوُْا مَآْ انَْفَقْتمُْ وَلْيسَْـَٔلوُْا مَآْ انَْفَقوُْاۗ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّّٰٰ  

Artinyax: “Wahai orang-orangkyang beriman!wApabila perempuan-

perempuan mukminwdatang berhijrahmkepadamu, maka hendaklah kamu uji 

(keimanan)xmereka. Allah lebih mengetahui tentangkkeimanan mereka; jika 

kamu telahmmengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah 

kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). 

Merekaxtidak halal bagi orang-orangykafir itu dan orang-orang kafir itu tidak 

halal bagi mereka. Dan berikanlahxkepada (suami)wmereka mahar yang telah 

mereka berikan. Danxtidak ada dosa bagimunmenikahi mereka apabila kamu 

bayar kepada merekaxmaharnya. Danmjanganlah kamuktetap berpegang pada 

tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuanxkafir; dan hendaklah kamu 

minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) 

biarkanmmereka memintaukembali mahar yang telahnmereka bayar (kepada 

mantan istrinya yang telah beriman)” QS. AlMumtahanah/60:105 

Imam At-Thabarimdalam tafsirnyammenafsirkanm“jika kamu telah 

mengetahuimbahwa merekam(benar-benar) beriman, makamjanganlahmkamu 

kembalikankmereka kepadamorang-orangxkafir (suami-suamiimereka)” bahwa 

paramwanita telahmmengakui telahkmembuktikan keimananmdanmkeislaman 

merekamketika diuji,  maka jnganlahmmereka dikembalikanmkepada suami 

merekamyang kafir,  meskipun isinperjanjian perjanjiankHudaibiyahmyang 

terjadi antara nabimdan orang-orangkmusyrik Quraisymmengharuskan 

mengembalikanmorang-orangkQuraisy yanghdatang kepada Nabi Muhammad, 

perjanjian itumdiperuntukkannuntuk kaum prianyamyang beriman. Sehingga 

syarat yang diajukanmdalam perjanjiankdamai itu tidakmberlaku bagiywanita-

wanitamyang berhijrahkkepada nabi yangmmereka diujikdan membuktikan 

keimanankdan keislamannmereka. Mereka tidak bolehkdikembalikan kepada 

suami-suamikmereka, karena tidaklahmhalal wanitawanita mukminxitu bagi 

orang-orangmkafir, danitidaklahihalal pria kafirrbagi wanita-wanitaimukminat.6 

Dalammayat ininjuga sebuahhpenegasan terhadapphukum yanggberkenaan 

dengan pernikahanmbeda agama adalahhfirman allah “dan janganlahhkamu 

tetap berpeganggpada talii(pernikahan) denganmperempuankperempuan kafir”, 

At-Thabrihmenafsirkan ayat allah inimmelarang orang-orangkberiman 

menikahimwanita-wanitaxkafir, yaitu merekanwanita-wanitanmusyrik 

 
5 QS. AlMumtahanah/60:10: 
6 AbixJa‟far MuhammadkIbnu JarirxAt-Thabari, TafsirkAt-Thabaril(Bairut-Lebanon:kDar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah,h2000), jilid 12, hh327. 
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penyembah-penyembahmberhala. Danlallah memerintahkanuntuk menceraikan 

merekamjikavtelah terjadinakadhpernikahan.7 

Selain itumdalam FirmanmAllah juga telahmdijelaskanmtentang kebolehan 

menikahikwanita non muslim Ahliokitab. Tentunyanmemahami dan memaknai 

ahlikkitab disinikbutuh penelusuranmyang mendalam tentanggapa danssiapa 

yang termasukkAhlul kitabkyang disebutkanmdalam FirmannAllah surat Al-

Maidah: 5.8 
الْمُحْصَنٰتُ الَْيَوْمَ احُِلَّ لكَُمُ الطَّي ِبٰتُۗ وَطَعاَمُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖوَطَعاَمُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖوَ 

الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اذِآَْ اٰتيَْتمُُوْهُنَّ اجُُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ   مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ 

خِ  يْمَانِ فَقدَْ حَبطَِ عَمَلهُٗ ۖوَهُوَ فىِ الَْٰ رَةِ مِنَ غَيْرَ مُسَافحِِيْنَ وَلََ مُتَّخِذِيْْٓ اخَْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفرُْ باِلَِْ

 الْخٰسِرِيْنَ ࣖ
Artinya :”pada harixini dihalalkan bagimuxsegala yang baik-baik.xMakanan 

(sembelihan) AhlixKitab itu halal bagimu,xdan makananmu halalxbagi mereka. 

Dan (dihalalkan bagimu menikahi)xperempuan-perempuan yangxmenjaga 

kehormatan di antaraxperempuan-perempuan yang berimanxdan perempuan-

perempuan yang menjagaxkehormatan di antaraxorang-orang yang diberi kitab 

sebelum kamu,xapabila kamu membayar maskawinxmereka untuk menikahinya, 

tidak denganxmaksud berzina dan bukan untukxmenjadikan perempuan 

piaraan. Barangsiapa kafir setelahxberiman, maka sungguh,xsia-sia amal 

mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.Q.S Al-Maidah:59 

Padamayat diatasmdinyatakan bahwamtentang membolehkankmengawini 

perempuankdari kalangankAhlul kitab, padamkebanyakan ulamaktafsir 

menjelaskanmbahwa Ahlul kitab disinikmerupakan merekamdari yahudi dan 

nasrani.10 Dalam sejarahkyang diterimambahwa Nabibpernah menikahimwanita 

dari keturuanxYahudi dari sukumQuraidlah dansMusthalik, dankseroang wanita 

dari gubernurkromawi mesri bernamakMariamal-Qibtiyah. Praktek pernikahan 

ini pulamdiikuti oleh sebagianysahabat nabixjuga diikutixoleh tabi’inxyang 

melakukan pernikahanklaki-lakixmuslim dannwanita diluarxIslam. 

Namunmperlu kita ketahuiyterlebih dahulukbahwa maknayahlul kitab 

bentukmistilah yang diberikanhkepada orang yanggmenganut kepercayaan 

kepadansatu keyakinan yanggmemiliki kitabmsuci. Kitab suci tersebut dijadikan 

sebagaimpedoman merekamyang berasalmdari pencipta. Jikamditilik dari 

istilahmAgama makanditujukan kepadamsuatu kelompokhpemeluk agama 

 
7 AbixJa‟far MuhammadxIbnu JarirxAt-Thabari, Tafsir At-Thabarix(Bairut-Lebanon:xDar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah,x2000), jilid 12, h 329.   
8  Kementerian Agama RI, Mushaf Al Quran Terjemah, Op.Cit Hal. 108 
9 Q.S Al-Maidah:5 
10 Sudarto,xMasailul Fiqhiyahxal-Haditsah, Iv(Yogyakarta: Qiara Media,v2019). Hal.v29 
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selain islamkyang memilikihkitab suci berasal darikwahyu Allah SWT. kepada 

NabibAllah dan RasulkAllah dalamygambaran umum.11 

Sebelum menjelaskannhukum dari menikahmdengan perempuannAhli 

kitab, tentunyamdidefenisikan duluntentang hal yanggmenjadi 

karakteristikkahliikitab dalam pandangankulama. Sebagaimana dijelaskan 

sebelumnyaabahwa ahlihkitab pada umumnyamhanya berlaku bagikkelompok 

yahudi danxnasrani dari banivisrael. Hanya saja dalamiliteratur yangiditemukan 

bahwahmasih terdapatpperbedaan pendapatpselain dari dua kelompokktersebut 

diatas, misalnyaamajusi dan pemelukklainnya. Pendapatppertama dikemukakan 

oleh ImammAsy-Syafi’i (W. 204 H) menjelaskanndalam kitabbyangxditulisnya 

al-Umm,gtelah mendapatkan menerimaariwayat yang dinyatakannbahwa Atha’ 

(tabi’in)nberkata: “OrangyKristen Arabbbukan termasuk ahliikitab. Kaum yang 

disebuttahli kitab adalahhkaummIsrael (Bani Israel), yakni orang-oranggyang 

diturunkannkepada merekaakitab Taurat dannInjil”. Adapunuorang lainn(selain 

darixBaniwisrael)yyang memelukkagama Yahudiidan Nasrani, merekaabukan 

termasukkgolongan ahli kitabb. Definisivinimdidukung olehhayat al-Qur’an 

yang menyebutkan,xbahwa Nabi Isaadalah Rasulmkhusus untuklBanimIsrael 

(as}-Shaffatd(61):t6).23 Dengannkata lainybahwa yanggdikatakan Asy-Syafi’i  

memaknainahlul kitab sebagaimkelompok suatunagama, bukan sebagai  suatu 

kelompokkagama yang dibawa oleh NabiiMusa dan NabiiIsa. 

Berdasarkannpendapat dari maulanaamuhammad ali ininmakaxagama yang 

selaincdarinkelompok Yahudihdan kelompokkNasrani, bahwa sebuahxajaran 

yangtdisertai dengan  kitabxsuci yang sumbernyanmerupakan pokokmyang 

dibawajoleh nabi danyrasulnterdahulu. Pendapat diatassjuga sejalanndengan 

pendapatttokoh lain di Indonesiaaseperti NurcholissMadjid yangxmemaknai 

Ahli kitabbtentang tidakxhanyahterbatas padavorang-oranggdari kalangan 

Yahudimdan orang-oranggdari kalangannNasrani saja, akanntetapixkepada 

golonganmagama lain denganmtidak menyamakannmereka dengan 

oranggmusyrik.12 

Dari berbagai macammpersepsi dalam kalangannUlama dan ilmuanxyang 

mempersepsikanmtentanggAhli kitabxyang terkandunggdalam surat al-maidah 

: 5 tersebutxmakaadapat digambarkannbahwa pemaknaanntersebut terjadi 

perbedaannpendapat dalammmemahaminya. Namun jikaadilihat daripada 

tingkatmkehati-hatiannoleh paraxulama, khususnyaaoleh ImamxAsy –Syafi’i, 

makamperluuditinjau adalahntingkat ahliikitab berdasarmkriteria berasalndari 

golongannYahudi dan NasraninkaummbaniuIsrael.    

 
11 Nasrullah,x“Ahli KitabkPerdebatan: Kajian SurveigBeberapa LiteraturxTafsiraAl-Qur’an,” 

SYAHADAHx3, no. 2 (2015). Hal. 69 
12 MukhammadxKhakim, “Ahl Al-KitabxMenurut NurcholishxMadjid Dan M. QuraishxShihab (Studi 

Komparatif)” (UniversitasxMuhammadiyahxSurakarta, 2012). Hal 5 
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2. Dasarrpertimbangan hakimmdalam mengabulkannpermohonan penetapan 

perkawinannbeda agamaadalam putusannnomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 

a. KasuscPosisi PutusannHakim PengadilannNegeri SurabayaaNo. 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby 

1) Para Pihak 

Pemohonm 

1. RizalaAdikara,  

2. EkaaDebora Sidauruk, 

2) Duduk Perkara 

a) Paraapemohon telahhmemberitahukan kepadaaKantor Dinas 

Kependudukanndan CatatannSipil Kota Surabayaatentang akan 

dilaksanakannyaaperkawinan tersebutttetapi olehhkarena adanya 

perbedaannagama yaitux: 

PEMOHONxI beragamaxIslam, danx;  

PEMOHONxII beragamaxKristen. 

b) Makaaoleh KantorrDinas Kependudukanndan CatatannSipil Kota 

Surabayaaperkawinan PARAmPEMOHON tersebutmditolak dan 

dianjurkanmuntuk mendapatmPenetapan PengadilanmNegerimtempat 

kedudukanmhukum Parampemohon 

c) BahwaaPara Pemohonnmasing-masinggtetap pada pendiriannyaauntuk 

melangsungkannperkawinan denganmtetap padamkepercayaannya 

masingmmasing, dengan cara mengajukannPermohonan axquoxkepada 

Pengadilan NegeriiSurabaya. 

3) Pertimbangan Hukum Hakim 

a) BahwaaUndanggUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentanggPerkawinan 

tidakkmemuat suatuuketentuannapapun yanggmenyebutkannbahwa 

perbedaan agamaadan atau kepercayaannantara calonnsuami danccalon 

istrimmerupakan larangannperkawinan, halmtersebut sejalanndengan 

pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskannkalau setiapporang berhak 

untuk membentukkkeluarga danmmelanjutkan keturunannmelalui 

perkawinannyang sah, dimanaaketentuan ini punnsejalan dengannpasal 

29 UUD 1945 tentang dijaminnyaaoleh Negara kemerdekaannbagi 

setiap WargaaNegara untukkmemeluk Agamanyaamasing-masing. 

b) Bahwaasebagaimanaatelah dipertimbangkanndi atas, UndanggUndang 

Nomor 1 Tahun 1974 tidakxmengatur mengenainperkawinan dari 

pasanganxyang berbedamagama, hal manaxlebih dipertegasxdengan 

adanyaxputusannMahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 

tanggal 20 Januari 1989 yangxberbunyi : “Bahwaaperbedaan agamaidari 

calonnsuami istri tidakkmerupakan larangan perkawinanmbagi mereka”. 

4) Penetapan 

a) MengabulkanmPermohonan ParanPemohon;  
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b) Memberikankijin kepada ParamPemohon untuknmelangsungkan 

perkawinanmbeda agama dihadapankPejabat Kantor Dinas 

Kependudukanmdan Catatan SipilnKotamadya Surabaya;   

c) Memerintahkannkepada PejabatuKantor DinassKependudukan dan 

CatatannSipil Kotamadya Surabayaauntuk melakukannpencatan 

perkawinan bedanagama Para Pemohonntersebut kedalam Register 

PencatanmPerkawinan yang digunakanmuntuk itu danmsegera 

menerbitkan AktamPerkawinan tersebut. 

b. AnalisissPutusanxHakimxDalam MengabulkanxPermohonanxPencatatan 

PerkawinanxBedaaAgamaxDitinjaunBerdasarkan HukumnIslam dan 

Undang-UndangxNomor 01 Tahun 1974  

DalammHal tersebut memanggbenar bahwasanyastidak Ada Satu 

Pasalpunmyang melarang terkait pernikahanmbeda Agamamnamun jikandilihat 

pada syaratmsahnya perkawinanxPasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Jadi,xdalam hal ini agama pemohonmtersebut adalah 

agamanIslam (calon suami) danmAgama KristenmProtestan(calon istri), di 

dalam ajarankagama Islam dan Kristen tidakmada satupunmyang melegalkan 

perkawinanxbeda agama. Dalam Islamkperkawinan bedakagamaktermasuk 

kepadamlarangan perkawinankyang bersifatmabadi ataukselamanya danmtidak 

mungkin akanmdisahkan sampaikkapanpun sepertimyang sudahkdijelaskan 

sebelumnya. Di sisi agamamKristen jugaksudah jelasmtidak diizinkan 

perkawinankbeda agama tersebut, hal inimdi kemukakankoleh Pendeta Huria 

KristenmBatak Protestan (HKBP) BandunggTimur, Jerry TPxAruan, Menurut 

Jerry,xpernikahan bedamagama bagixpemeluk agamanKristen sudahxjelas 

hukumnya,xyakni tidakmdiizinkan, “Pada dasarnyaksaya berpendapatxbahwa 

secaramiman Kristen,xpernikahan bedamagama itu adalahmsesuatu yang tidak 

diizinkan” 

Hakim dalammmemutuskan perkaraktersebut tidaknmerujukxkepada 

Pasal 2 ayat (1) mengenaimsyaratxsahnya suatukperkawinan, hakim hanya 

merujukmkepada laranganxperkawinan yanggdiaturmdalam pasal 6 ayat (1), 

Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Jikamdirujuk darimbeberapa pasal tersebut, hakimmmemang benar 

tidakmada satupun pasal yanggmengatur bahwaaperkawinan bedamagama itu 

tidak menjadimbagian dari larangannperkawinan yang diatur dalam undang-

undanggtersebut, tetapi jika hakimmmerujuk pada Pasal 2 ayat (1) mengenai 

syarat materil suatu perkawinannmaka mungkinxsaja permohonanxitu harus 

ditolak,xkarena jikaamelihat lebih dalamxmengenai Pasal 2 ayat (1) tersebut 

hakimnakan melihat lebihhdalam mengenaimaturan-aturan agamaayang berlaku 

untukkkedua belah pihakmyang memohonnuntuk melangsungkanmpencatatan 

perkawinannbeda agamamtersebut. 
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Dixdalam KHI Pasal 40 ayat (c) “Dilarang perkawinan seorang pria 

beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”, pada Pasal 

44 “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang 

pria tidak beragama Islam”.xIntinya, KompilasimHukum Islamnmenyatakan 

denganktegas bahwampernikahan beda agamantidak boleh dilakukankoleh 

kaum musliminkdi Indonesia . Di dalamnKHI juga sudahhjelas bahwa 

perkawinanmbeda agama dilaranggbagi kaum musliminkdi Indonesia.  

 Dikdalam Pasalx8 huruf F mengenaimlarangan perkawinanmdijelaskan 

bahwa “mempunyaimhubungankyang olehmagamanya atauyperaturan lain 

yanggberlaku, dilaranggkawin”. Jika ditelaahmlebih dalamkmengenai pasal ini 

maka dapatmdikatergorikan bahwa perkawinankbeda agama dilaranggdengan 

jelasmjika dilihat lebih dalamnmengenai aturan-aturangyangxberlakuxbaik itu 

agama Islamyatau agamaxKristen danxagama-agamahyang ada dan diakuimdi 

Indonesia. 

Dalammhal ini hakim juga menerapkannpenafsiran penghalusan hukum, 

penghalusan hukum  yaitu tidak mencari kesalahanndaripada pihak dan apabila 

suatu pihakkdisalahkan maka akanntimbul ketegangan. Kadang-kadangghakim 

tidak dapatmmenjalankan ketentuanptertentu, meskipun ketentuan itu menyebut 

dengan jelasmperkara yang diajukannkepada hakim. Jikamketentuan tersebut 

dijalankannmaka perkaramitu tidak terselesaikan secara adilmatau tidak sesuai 

dengan “werkelijkheid” atau kenyataanmdi dalam masyarakat (positiviteit tidak 

sama dengan werkelijkheid). Dalamnhal yang demikian maka hakim terpaksa 

mengeluarkan permohonanmpenetapan perkawinan beda agama tersebut. 

Perbuatan mengeluarkanmini diberi nama menghaluskankhukum. 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Bolehnatau tidaknyamPerkawinannbeda agamakdilangsungkan menurut 

agamaayang ada di Indonesia, semuanyamtergantung pada aturannhukum dari 

masing – masing agamanyang mengatur. Karenaapada prinsipnyankelima 

agamantersebutmyakni; agamaxIslam,xKristenxProtestan,xKatholik,xHindu 

danxBudha, menentanggkeras tentanggadanya perkawinannbeda agama 

dikecualikannpada suatuuhal tertentundapat diperbolehkannnamun dalam hal 

perbedaanmagama tersebut, keduanbelah pihakkharus tundukmpada aturan 

hukummdan tata cara agamanmana yang akan menjadimpilihan untuk 

dilangsungkankperkawinannya. SedangkanxUndang – undang No. 1 Tahun 

1974 tidak mengaturmsecara khususntentang perkawinanmbeda agama di 

Indonesiakuntuk itumperkawinan bedakagama tidak dapatmdisahkan menurut 

hukumkyang berlakuhberdasarkanypasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan 

apabilaadilakukan menurutohukum masing – masing agama dan 

kepercayaannya. Jadi keputusanmUndang – undanggdikembalikan 

padanmasing – masing agama yanggmengatur. Kecuali untuk mengisi 
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kekosongannhukum, KeputusannMahkamah Agung sesuai Nomor: 1400 

K/Pdt/1986 memberikannsolusi untukxmasalahhperkawinan bedaaagamandi 

Indonesia. 

PertimbanganmhukumnhakimndalamnputusanyNo.916/Pdt.P/2022/PN.

Sby. pertama perkawinan bedaaagama mengacuupada Undang-UndanggNomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalamnundang-undanggtersebut tidak 

adaasatupun pasal yang mengaturrbahwa perkawinan bedanagama itumdilarang 

di Indonesia, dengannkata lain perkawinannbeda agama tidakktermasuk ke 

dalammlarangan perkawinannyangxdiatur dalamxUndang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Kedua bahwaaperkawinan yangxterjadi dixantara duaaorang yang 

berlainanxstatus agamanyaahanya diatur dalamnpenjelasan pasal 35 huruf a 

UndangUndanggNomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, 

dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud 

dengannperkawinannyang ditetapkannoleh Pengadilannadalah Perkawinan 

yanggdilakukan antar umat yang berbedanagama”. Ketentuanntersebut pada 

dasarnyaamerupakan ketentuannyang memberikanikemungkinanidicatatkannya 

perkawinannyang terjadixdiantaraxdua oranggyang berlainanxAgamaasetelah 

adanya penetapannpengadilan tentang hal tersebut. 

2. Saran  

a) Dengannadanya penjelasan mengenainperkawinan bedaaagamaxdiatas, 

maka diharapkanmsupaya paraxmasyarakatxkhususnya bagixcalonnsuami 

maupunmisteri untuk sedininmungkin menghindarinperkawinan 

bedamagama tersebut dan lebih memperdalammlagi ilmu agamaxyang 

dianut supayanterhindar dari hasratnuntuk kawin dengannberbeda 

keyakinan. Karena padamprinsipnya NegaramIndonesiambelummada 

pengaturannyansecara khususmdanmtegas di dalammundang-undang 

perkawinanmnasional. Untukmitu, perkawinan bedanagama hanyandapat 

menyebabkanykerugian akibat yangmlebih banyakndaripada manfaatnatau 

keuntungannya. 

b) Hakimndalam memberikan putusanmterhadap penetapannperkawinan beda 

agamansebaiknya menggunakanklegal reasoning yangktepat danxcermat, 

karenammenyangkutukepastian hukum terhadapmsuatu hal yangkbelum 

diaturksecara jelas hukumnyamtapi memiliki akibatkhukum yang jelas, akan 

memberikankdampak yangkbesar bagikbanyak pihak. 
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